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GARIS BESAR PENGADAANBARANG/JASAPEMERINTAH

BADAN PENGAWASAN KEUANGANDAN PEMBANGUNAN 5

Perencanaan Persiapan Pelaksanaan
Identifikasi	Kebutuhan

(mulai)

Penetapan	Barang/Jasa

Cara

Jadwal

Anggaran	Pengadaan
Barang/Jasa

Persiapan	Swakelola

Penetapan	sasaran

Penyelenggara	Swakelola

Rencana	Kegiatan

Jadwal	Pelaksanaan

RAB

Persiapan	PBJ	Melalui	Penyedia

Menetapkan	HPS

Menetapkan	rancangan	Kontrak
Menetapkan	spesifikasi

teknis/KAK

Menetapkan	uang	muka,	jaminan
uang	muka,	jaminan
pelaksanaan,	jaminan

pemeliharaan,sertifikat	garansi
dan/atau	penyesuaian	harga

Pelaksanaan	PBJ	melalui

Swakelola

Pelaksanaan	Swakelola
Tipe	(I,	II,	III,	IV)

Pembayaran	Swakelola

Pengawasan	dan
Pertanggungjawaban

Pelaksanaan	PBJ	melalui

Penyedia

Pelaksanaan	Pemilihan

Pelaksanaan	kontrak

Serah	Terima	Hasil	Pekerjaan

(Selesai)

Perencanaan	Pengadaan
terdiri	atas:	Perencanaan
PBJ	melalui	Swakelola
dan/atau	Penyedia

Bab	IV-VII
Pokja	Pemilihan:	persiapan	pemilihan

P
P

K

Sumber: Materi 1 tentang Ketentuan Umum Pelatihan PBJP 
Tingkat Dasar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Perencanaan PBJ Persiapan PBJ Pers Pemilihan PBJ

Pelaksanaan Pemilihan PBJ Pelaksanaan PBJ Serah Terima PBJ

Titik Krisis 
Pengadaan 

Barang & Jasa

1 2

3 4 5







HASIL CLEANSING
Data KPM BLT-DD dengan Bansos Lainnya (240 Pemda / 31.102 desa)

Per 8 Juli 2020
Jumlah KPM yang di-cleansing = 3.631.609 KPM

2.673.027	;	74%

309.490	;	8%

182.984	;	5%

127.925	;	3%

95.288	;	3%

95.017	;	3% 94.465	;	3%

53.413	;	1% Data	valid

Data	KPM	invalid	(NIK/KK)

Duplikasi	dengan	BPNT

Duplikasi	dengan	BST

Duplikasi	dengan	PKH

Duplikasi	dengan	Bansos	
Kabupaten/Kota
Duplikasi	dengan	Bansos	
Provinsi
BLT-DD		(ganda)

2.673.027	(74%)

309.490	(8%)

182.984	(5%)

127.925	(3%)

95.288	(3%)

95.017	(3%)

94.465	(3%)

53.413	(1%)



Peran	APIP	
dalam
Kedaruratan
Pandemi
COVID-19

APIP	harus berperan untuk mendampingi dan	menyempurnakan langkah-
langkah kedaruratan yang	diambil pemerintah tersebut,	sehingga
akuntabilitas tetap terjaga.		
APIP	perlu memberikan dukungan dan	asistensi dalam rangka mencegah
terjadinyamoral	hazard namun tidak mentolerirmens rea.

APIP	harus mengawal agar	anggaran yang	dikelola dapat tepat sasaran,	
efektif dan	efisien,	didukung tata	kelola yang	baik,	serta dilaksanakan secara
fleksibel dan	tidak mentolerir adanya tindak penyimpangan.

Prinsip yang	dipegang bersama dalam pengawalan
akuntabilitas:
• Pengawalan tidak berorientasi pada	upaya mencari kesalahan para	
pelaksana program.

• Pengawalan harus dikelola dengan baik,	sehingga tidak menimbulkan
beban-beban administrasi tambahan yang	dapat memperlambat
kecepatan.	

• Pengawalan harus berorientasi pada	keberhasilan program	dalam
membawa manfaat bagi masyarakat.	

Di tengah kedaruratan penanganan Covid-19, agility serta sense of crisis APIP betul-betul diuji dan harus diterapkan.  
Metode dan teknik pengujian harus dikembangkan agar tidak menghambat proses dengan tanpa mengorbankan

kualitas pengawasan. 




